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MOTTO 
                            
                        
“ Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, 
berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, Maka 
seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada 
Allah dan Ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa” (Q,S Al-
Baqarah, 194) 
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PERSEMBAHAN 
Ibu dan Ayahku tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun 
materil serta doa yang tiada henti, karena tiada yang lebih indah dari lantunan 
doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua. 
Ucapan terimakasih saja takkan cukup untuk membalas kebaikan orang tua, 
karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian bapak dan 
ibu. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ 
Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ 
Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż 
Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di 
ix 
 
bawah) 
ض Ḍad Ḍ 
De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ṭa Ṭ 
Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Ẓa Ẓ 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء 
Hamz
ah 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
x 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Ḥaula 
 
xi 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
xii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  ةضورلافطلأا  Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  ام وحمملوسرلاإ د  Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Agus Masrifin, NIM: 142131016, STUDI KOMPERATIF PEMBELAAN 
TERPAKSA ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA 
POSITIF 
Tindak pidana pembelaan terpaksan (noodweer) dalam pasal 49 ayat 1 
tentang pembelaan terpaksa yaitu bertujuan untuk melindungi jiwa, kehormatan 
dan harta benda dari serangan musuh, Manusia pasti mempunyai naluri untuk 
melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang dapat membahayakan 
keselamatan kita atau orang lain dari suatu tindak pidana. Di dalam KUHP, tidak 
jarang kita akan melakukan Sebuah perbuatan melawan hukum di saat 
kepentingan kita terserang atau diserang oleh pihak lain.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan teknik 
pengumpulan data melalui menggunakan penelitian kepustakaan (library 
research), bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan dan 
berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Metode 
yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif antara hukum Islam dan 
KUHP dalam tinjauan hukum Islam terhadap pembelaan Terpaksa (noodweer) 
dalam KUHP yaitu mengadakan suatu penelitian yang mana dalam penelitian ini 
memaparkan pokok-pokok secara menyeluruh tindak pidana pembelaan terpaksa 
ditinjau dari hukum Islam dan pengaturan dalam KUHP. 
Kesimpulan akhir dari skripsi ini Pembelaan Terpaksa (noodweer) 
digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alas an yang membenarkan 
perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan 
tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang 
mendahului perbuatan itu. Noodweer merupakan pembelaan hak terhadap ketidak 
adilan,sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur 
tindak pidana tidak dikenai hukuman karena adanya pembelaan terpaksa. Dalam 
hukum Islam dinamakan dengan Pembelaan yang sah (daf’u as-sail) yaitu upaya 
yang dilakukan seseorang dalam melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda 
dari ancaman dan serangan dari orang lain. Maka perbuatan boleh atau tidak 
dijatuhi hukuman harus sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Islam. 
 
Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, Daf’u as-sail, KUHP 
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ABSTRACT 
Agus Masrifin, NIM: 142131016, "THE STUDY OF COMMUNICATION OF 
FORCED DEVOTION (NOODWEER) ACCORDING TO POSITIVE 
CRIMINAL LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW". 
Noodweer criminal acts in article 49 paragraph 1 concerning forced 
defense, namely aiming to protect the soul, honor and property from enemy 
attacks, Humans must have the instinct to protect themselves or others from 
threats that could endanger our safety or that of others from a crime. In the 
Criminal Code, it is not uncommon for us to commit an offense when our interests 
are attacked or attacked by another party.  
 
This research is a type of normative research with data collection 
techniques through using library research (library research), materials and data 
obtained from the library and various other descriptions that are relevant to the 
problem of the topic of writing. The method used is a normative juridical 
approach between Islamic law and the Criminal Code in a review of Islamic law 
against the Forced Defense (noodweer) in the Criminal Code, namely conducting 
a study which in this study describes the main points of forced criminal acts in 
terms of Islamic law and internal regulation. Criminal Code. 
 
The final conclusion of this thesis is that noodweer is used as justification 
for reasons, but it is not the reason that justifies violating the law, but someone 
who is forced to commit a crime can be exploited because of a violation of the law 
that precedes the action. Noodweer is a defense of rights against injustice, so that 
someone who commits an act and fulfills the elements of a crime is not subject to 
punishment because of a forced defense. In Islamic law, it is called a legitimate 
defense (daf'u as-sail), namely an effort made by someone to protect the soul, 
honor and property from threats and attacks from others. Then the act may or may 
not be sentenced to be in accordance with the conditions specified in Islam. 
 
 
Keywords: Forced Defense, Daf’u as-sail, KUHP 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam pergaulan hidup manusia di bumi ini diatur dan dikendalikan  
oleh berbagai kaidah-kaidah atau norma-norma yang pada hakekatnya 
bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. 
Adapun diantara aneka ragam kaidah dan norma pergaulan hidup manusia 
tersebut adalah kaidah hukum, yang bertujuan untuk mencapai suatu 
keserasian antara ketertiban dan ketentraman.  
Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, bahwa 
UUD 45 menetapkan Indonesia suatu negara hukum (Rechistaat) dan dapat 
dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasaan 
UUD 45. Hukum diciptakan dengan tujuan untuk dapat memberikan 
perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat supaya terciptannya 
keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Akan tetapi dalam pratiknya masih 
banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran serta penyimpngan-
penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, baik disengaja maupun 
tidak disengaja. Sudah semestinya peran penegak hukum melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.1 
Hukum pidana sebagai realisasi kaidah-kaidah hukum yang dibentuk 
atau dibuat manusia dan untuk mengatur manusia itu sendiri dalam hal ini 
yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan 
                                                                 
1
  Ramly Hutabarat, Persamaan Di Hadapan Hukum “Equality Before The Law” Di 
Indonesia,cet 1, (Jakarta: Ghay Indonesia, Maret 1985) hlm. 11 
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terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman 
sebagai pertanggung jawaban dari perbuatannya. Oleh karenanya sebagai 
konsekuensinya maka pergaulan hidup manusia serta kepentingan-
kepentingannya diatur dan dijamin undang-undang yang sedemikian rupa, 
agar manusia dapat melaksanakan kehidupannya untuk dirinya sendiri, 
orang lain dan Dapat perkembang yang sesuai dengan kodratnya sebagai 
makhluk Allah.2 
Pembelaan diri adalah merupakan salah satu hak yang dan kewajiban 
yang diberikan Undang-undang  kepada setiap orang untuk memelihara 
keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun 
kehormatanya. Dan pada dasarnaya pembelaan diri merupakan hak yang 
menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, 
harta benda dan kehormatanya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak 
merusak atau merugikan secara melawan hukum.  
Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini secara mendalam 
karena penelitian ini sangatlah penting untuk diketahui secara lebih rinci 
mengenai pembelaan terpaksa dalam kaitannya hukum Islam dan hukum 
positif sehingga dapat menjadikan suatu ilmu yang dapat menjadi pedoman 
untuk memperdalam ilmu, khususnya konsentrasi pada hukum pidana Islam 
maupun hukum positif. Selain itu penulis ingin mengambil penelitian ini 
karna sudah sesuai dengan dengan jurusan penulis, serta tersedianya 
literatur-literatur sehingga dapat menjadi acuan untuk menelitinya dan 
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  Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pres, cet. 2, 2013) 
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khususnya di fakultas Syariah belum ada yang mengangkat adanya 
penelitian ini sehingga kelak bisa menjadi acuan untuk anak-anak hukum 
pidana Islam kelak. Dan disini penulis mengambil sebuah contoh kasus, 
tentang pebelaan diri korban dalam kasus pembegalan yang terjadi di Bekasi 
yang mana korban mempertahakan hartanya dari penyeranga pelaku 
pembegalan dengan menggunakan clurit yang mana dapat membahakan 
jiwa korbannya. Dimana kasus ini korban sempat menjadi tersangka karena 
melebihi batas serangan terhadap pelaku pembegalan.  Maka karena adanya 
problem tersebut rasa keingintahuan penulis semakin besar untuk dapat 
mengetahui bagaimana akibat hukumnya pembelaan terpaksa dalam hukum 
Islam maupun hukum positif 
Dalam hukum pidana positif yakni Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana Pasal 49 mengatur pembelaan diri yang dibenarkan hukum dengan 
istilah pembelaann terpaksa. Demikian pula dalam hukum Pidana Islam 
nampaknya disyari’atkan tentang pembelaan diri yang dibenarkan, dengan 
istilah menolak menyerang. Dalam melakukan pembelaan dalam Islam 
dikenal istilah daf’u as-sail (pembelaan khusus). Dalam hukum Islam 
pertanggung jawaban pidana dapat dihapus karena beberapa sebab.  
Pertama, hal-hal yang  bertalian dengan perbuatan atau perbuatan yang 
dilakukan adalah mubah (tidak dilarang) yang disebut Asbab al-Ibahah atau 
sebab diperbolehkan perbuatan yang dilarang, diantaranya yaitu: Pembelaan 
yang sah, mendidik, pengobatan, halalnya jiwa, anggota badan dan harta 
seseorang, hak dan keewajiban penguasanya. Kedua, hal-hal yang bertalian 
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dengan keadaan pelaku atau perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi 
pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang disebut asbab raf’i al uqubah atau 
sebab hapusnya hukuman, diantaranya yaitu: Paksaan, mabuk, gila dan anak 
kecil (dibawah umur).3 
Pengertian secara umum tentang pembelaan diri yang sah tersebut 
merupakan kesimpulan yang disertakan pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP yang 
berbunyi : 
(1) “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, 
karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang 
melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain: 
terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda 
sendiri maupun orang lain, tindak pidana.” 
(2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung 
disebabkan oleh kegoncangan jiwa, yang hebat karena serangan 
atau ancaman serangan itu, tindak pidana”.4 
 
Dalam hukum Islam segala tindakan manusia, baik tindakan itu 
berupa ucapan atau perbuatan yang ada dalam ibadah dan mu’amalah, atau 
berupa pidana dan perdata, baik yang terjadi soal-soal akad (contrac) atau 
pengelolaan (at-tasharruf), maka semua itu dalam syariat Islam ada 
hukumnya. Hukum-hukum itu sebagian telah dijelaskan didalam nash-nash 
Al-quran dan As-sunnah, dan yang sebagian yang lain belm dijelaskan, 
teteapi syariat Islam telah mebuat dalil dan tanda-tanda bagi hukum 
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   Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, cet-4, (Jakarta: Kencana, 2008), h lm. 436-464. 
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   Moeljanto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cet-21 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) 
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tersebut, sehingga seorang mujtahid dengan media dalil dan tanda-tanda itu 
mampu melahirkan ketetapan dan penjelasan baginya tentang hal tersebut. 5 
Berdasarkan riset, telah diputuskan oleh ulama, bahwa dalil-dalil yang 
telah dijadikan dasar hukum syar- iyah mengenai perbuatan manusia adalah 
kembali kepada empat sumber pokok. Yaitu : Al-Quran, As Sunnah, Al-
Ijma’ dan Al-Qiyas. sedangkan yang dijadikan sebagai asas dalil dan sumber 
dari pada hukum syariat Islam, yang pertama adalah Al-Quran, kemudian 
As Sunnah yang menjadi penafsir terhadap keglobalan Al-Quran, 
pengkhusus dan pembatas terhadap keumumananya. Dan As Sunnah adalah 
juga menjadi penjelas dan pelengkap terhadap Al-Quran.  
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 
membahas lebih lanjut di dalam skripsi ini dengan judul:. Studi 
Komperatif Pembelaan Terpaksa Antara Hukum Pidana Islam Dan 
Hukum Pidna Positif. 
B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana teori pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam dan 
hukum pidana positif? 
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pembelaan terpaksa dalam hukum 
pidana Islam dan hukum pidana positif? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui teori pembelaan terpaksa dalam Islam dan hukum 
pidana positif 
                                                                 
        
5
  Abd. Wahab. Khallaf, Kaidah Kaidah Hukum Islam Ushul Fiqh , (yogyakarata:Nur Cahya, 
1980), hlm 11 
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2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pembelaan terpaksa dalam 
hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Secara teoritis  
Di harapkaan dari penulisan skripsi ini dapat menambah 
pengetahuan kontribusi pengetahuan tentang pembelaan terpaksa dalam 
hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sekaligus memperkaya 
teori kepustakaan hukum khususnya hukum Islam. 
2. Secara praktis. 
Diharapkan dapat memberi khasanah intelektual Islam khususnya 
mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembelaan terpaksa dalam 
hukum pidan positif dan hukum pidana Islam. 
E. Kerangaka Teori  
1. Perbuatan Tindak Pidana Menurut Hukum Islam 
Hukum Islam tindak pidana disebut dengan istilah jarimah. Yang 
dimaksud dengan kata-kata “jarimah” ialah larangan- larangan syara’ 
yang dianacamkan oleh Allah dengan hukum Had atau ta’zir. Larangan-
larangan adakalanya mengerjakan perbuatan yang, atau meninggalkan 
perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata “syara’” pada 
pengertian sebut diatas yang dimaksud ialah bahwa suatu perbuatan baru 
dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara’. Juga perbuatan atau tidak 
perbuatan dianggap sebagai jariamh, kecuali apabila diancamkan 
hukuman terhadapnya. Dikalangan fuqoha, hukuman biasa disebut 
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dengan kata-kata “ajziyah” atau mufrodatnya “jaza”. Pengertian jarimah 
tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidan, 
delik) pada hukum pidana positif.6  
Para fuqaha sering memakai kata-kata “jinayah” untuk “jarimah”. 
Semulapengertian “jinayah” ialah hasil perbuatan seseorang, dan 
biasanya dibatasi dengan perbuatan yang dilarang saja. Di kalangan 
fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata “jinayah” ialah perbuatan yang 
dilarang oleh Syara‟, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau 
harta benda ataupun lainnya. Akan tetapi kebanyakan fuqaha memakai 
kata-kata “jinayah” hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang 
atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, 
menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula golongan fuqaha 
yang membatasi pemakaian kata-kata jarimah kepada jarimah hudud dan 
qishas saja.7 
2. Unsur-unsur tindak pidana 
Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur 
unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang 
khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur 
khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara 
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   Ahmad Hanafi, “Asas-asas hukum pidana”, (jakarta:bulan bintang, 1967), hlm, 1 
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jarîmah satu dengan jarimah yang lain. Adapun yang termasuk dalam 
unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut:8 
a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash). 
b. Unsur materiil (sifat melawan hukum).  
c. Unsur moril (pelakunya mukallaf). 
Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu 
tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-
unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus 
ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu 
dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan 
jenis jarimah yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
antara unsur umum dan unsur khusus pada jarimah itu ada perbedaan. 
Unsur umum jarimah ancamannya hanya satu dan sama pada setiap 
jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda 
pada setiap jenis tindak pidana (jarimah).  
Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-
syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas 
(mukhtar). Syarat-syarat tertentu harus terdapat pada pelaku dalam 
kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada 
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  Makhrus Munajat, Hukum pidana Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 
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perbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat-syarat untuk pelaku 
mukallaf ada dua macam, yaitu:9 
a. Pelaku sanggup memahami nash-nash syara‟ yang berisi hukum 
taklify. 
b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi 
hukuman.  
Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga 
macam, yaitu: 
a. Perbuatan itu mungkin terjadi.  
b. Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada dalam jangkauan          
kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupun 
meninggalkannya. 
c. Pebuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna 
3.  Pembelaan diri menurut hukum Islam  
Para fuqaha telah sepakat berpendapat bahwa membela diri adalah 
suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau dari orang 
lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Tetapi 
berbeda atas hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atau hak. 
Jadi konsekuensinya apabila membela diri merupakan suatu hak, maka 
seseorang boleh memilihantar meninggalkan dan mengerjakan, tetapi 
berdosa dalam memilih salah satunya. Sebaliknya apabila dikatakan 
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kewajiban maka seseorang tidak memiliki hak pilih dan berdosa ketika 
meninggalkannya.10 
4.  Perbuatan Pidana  
Perbuatan pidana itu adalah salah satu istilah untuk tindak pidana 
(mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain delict (delik), 
perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, 
pelanggaran pidana, criminal act, dan sebagainya. 11  Tindak pidana 
berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
pidana.12  Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar 
ancaman tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, 
asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada 
perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh 
kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang 
yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana 
ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang 
menimbulkan kejadian itu. Antara ancaman dan larangn pidana ada 
hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang 
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   Ahmad Hanafi, “Asas-asas hukum pidana”, (jakarta:bulan bintang, 1993)  hlm. 211 
11
  Topo Santoso, Mengagas, Hukum Islam; Penerapan Hukum Islam dalam Modernitas 
(Jakarta: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001), h lm 132   
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   Ib id,hlm,138  
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menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak 
dapat dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang 
menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika 
tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk 
menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan yaitu 
suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit, 
pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya yang 
menimbulkan kejadian itu.13 
5.  Melawan Hukum  
Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk 
(weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Melawan hukum 
artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan 
perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan 
tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau 
norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum 
materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan 
itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan 
hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-
undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-
kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan 
hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur 
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juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka 
tidak perlu dibuktikan.14  
Hoge Raad berpendapat: “onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa 
yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan 
kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik 
dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat”. 15 
6.  Noodweer (terpaksa) 
Alasan-alasan peniadaan pidana (Straf Uitsluitings Gronden) 
adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan 
perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat 
dipidana.16 
Alasan peniadaan pidana diluar undang-undang atau yang tidak 
tertulis dapat dibagi pula atas “yang merupakan dasar pembenaran (tidak 
ada melawan hukum) merupakan segi luar dari pembuat atau faktor 
objektif dan “yang merupakan dasar pemaaf (tidak ada kesalahan) 
merupakan segi dalam dari pembuat atau faktor subjektif.  
a. Dalam pembelaan seketika;  
b. yang langsung mengancam;  
c. melawan hukum;  
d. sengaja ditujukan pada badan, peri-kesopanan dan harta benda.  
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   Ib id,hlm,40 
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   Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 
hal. 44   
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   Prodjodikoro, Wiryono, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia , (Refika Aditama: 
Jakarta, 2003), hal 67.   
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Darurat harus dipenuhi dua hal yang pokok, yaitu  
Pertama, Ada serangan. Tidak terhadap semua serangan dapat diadakan 
pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat sebagai 
berikut :  
Kedua, Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu. 
Tindakan pembelaannya harus memenuhi syarat-syarat :  
a. pembelaan harus dan perlu diadakan;  
b. pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut 
dalam undang-undang yakni adanya serangan pada badan (lijf), 
perikesopanan (eerbaarheid) dan harta-benda (goed) kepunyaan 
sendiri atau orang lain.  
Dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP, bela paksa hanya bisa 
dilakukan terhadap bahaya yang mengancam 3 hal pada diri orang 
yaitu:17 
a. Nyawa atau tubuh  
b. Kehormatan kesusilaan  
c. Harta benda  
7.  Noodweer Sebagai Suatu Upaya Pembelaan yang Sah  
Menurut Van Hamel, tentang apa sebabnya seseorang yang 
melakukan suatu noodweer itu tidak dapat dihukum, pada dasarnya 
terdapat beberapa pendapat.18 
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  Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan dan 
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Pertama adalah pendapat dari pembentuk undang-undang yang 
menganggap bahwa suatu noodweer itu merupakan suatu hak, hingga 
seseorang yang melakukan suatu noodweer itu menjadi tidak dapat 
dihukum oleh karena yang telah ia lakukan itu tidaklah bersifat 
onrechtmatig atau tidaklah bersifat melawan hukum.  
Kedua adalah pendapat dari Binding yang memandang noodweer 
itu sebagai suatu rechtsverdediging atau sebagai suatu pembelaan yang 
sah menurut hukum atau legitime defense, yang menekankan sahnya 
pembelaan tersebut bukan pada onrecht atau ketidak adilan yang terjadi 
melainkan pada onrecht atau ketidak adilan yang diderita oleh seseorang. 
Rechtsverdediging tersebut haruslah sesuai dengan tertib hukum yang 
umum didalam setiap Negara yang beradab, yakni berupa hak untuk 
melakukan suatu perlawanan dengan kekerasan, yang harus diartikan 
tidak secara terlalu sempit.  
Ketiga adalah pendapat yang mengatakan, bahwa tindak pidana 
yang dilakukan orang di dalam suatu noodweer itu telah kehilangan 
sifatnya sebagai perbuatan yang patut dihukum dan bukan sifatnya yang 
onrechtmatig atau yang melawan hukum.  
Keempat adalah pendapat di dalam Memorie van Toelichting, yang 
mengatakan bahwa noodweer itu adalah suatu “uitwendige oorzak van 
ontoerekenbaarheid” atau merupakan suatu “penyebab yang datang dari 
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luar yang membuat suatu perbuatan itu tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pelakunya”.  
Kelima adalah pendapat yang dijumpai didalam Memorie van 
Antwoord yang menyatakan bahwa suatu noodweer itu merupakan suatu 
recht atau suatu hak, di mana selanjutnya telah dikatakan bahwa “het 
recht nooit behoeft te wijken voor het onrecht”, yang artinya “sesuatu 
yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari 
ketidak berhakan” atau “sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali 
tidak perlu mengalah dari sesuatu yang melawan hukum”.  
F.  Tinjauan Pustaka 
Skripsi pertama oleh Rudi Yana dalam skripsinya Tinjauan Hukum 
Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas 
(Noodweer exces) dalam tindak pidana penganiayaan. Mahasiswa 
Universitas Syarif hidayatullah Jakarata Program Studi Perbandiangan 
mazhab Hukum Fakultas Syariah Dan hukum. 19  Dalam skripsi ini lebih 
membahas mengenai putusan dasar pertimbangan hakim, kemudian 
ketentuan syarat yang terdapat di dalam pembelaan terpaksa dalam hukum 
pidana positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian ini lebih 
pembelaan terpaksa dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam 
serta perbedaan dan persamaan pembelaan yang sah dalam hukum pidana 
positif dan hukum pidana Islam.  
                                                                 
19
  Rudi Yana, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang 
melampaui batas (Noodweer exces) dalam tindak pidana penganiayaan”, skripsi faku ltas syari’ah 
dan hukum, universitas syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.  
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Skripsi kedua oleh Muhayati dalam skripsinya yang berjudul “tinjauan 
hukum pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas 
(Noodweer Exces) Dalam tindak pidana Pembunuhan, mahasiswa Institut 
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang jurusan Jinayah Siyasah fakultas 
Syariah. 20  Dalam skripsi ini membahas yang pertama ialah prespektif 
hukum pidana islam dan hukum pidana positif tindak pidana pembunuhan, 
kemudian mengenai ketentuan syarat yang terdapat dalam pembelaan 
terpaksa dalam hukum Islam dan hukum positif.  
Skripsi ketiga oleh Siti Annisa skripsinya yang berjudul “pembelaan 
terpaksa melampaui batas (noodweer exces) dalam tindak pidana 
pembunuhan (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 
961/Pid.B/2008/PN.Jr), mahasisa Universitas Jember fakultas hukum. 21 
Dalam skripsi ini membahas mengenai lebih dalam mengenai pembelaan 
terpaksa memlampai batas (noodweer exces) dalam tindak pidana 
pembunuhan dalam suatu kasus sesta bagaimana pertimbangan hakim dalam 
penjatuhan hukuman dalam kasus tersebut.  
Semua penelitian diatas memang terkait dengan pembelaan namun 
tidak ada yang membahas mengenai pembelaan terpaksa  menurut hukum 
pidana positif dan hukum pidana Islam, dimana penelitian ini lebih terfokus 
                                                                 
20
  Muhayati, “tinjauan hukum pidana islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui 
batas (Noodweer Exces) Dalam tindak pidana Pembunuhan”, skripsi faku ltas syariah, Intitut 
Agama Islam Negeri Islam Walisongo, Semarang, 2011 
21
  Sit i Annisa skripsinya yang berjudul “pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer 
exces) dalam tindak pidana pembunuhan (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 
961/Pid.B/2008/PN.Jr), mahasisa Universitas Jember fakultas hukum.2011 
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pada teori dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif serta 
perbedaan dan persamaan pembelaan yang sah dalam hukum pidana Islam 
dan hukum pidana Positif.  
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library 
reasearch) dengan memanfaatkan dokument-dokument berupa buku-
buku, hasil-hasil penelitian, jurnal dan internet.22 Penelitian pustaka ini 
guna menelaah hal-hal yang berkaitan Mengenai konsep teori 
pembelaan terpaksa dalam hukum pidana positif dan hukum pidana 
Islam dan perbedaan dan persamaan pembelaan terpaksa dalam hukum 
pidana positif dan hukum pidana Islam.  
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, data yang digunakan meliputi data 
sekunder, yang mana meliputi hal-hal berikut: 
a. Bahan hukum primer 
Berupa asas-asas hukum pidana,hukum pidana Indonesia asas asas 
hukum pidana Islam, KUHP pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan 
terpaksa, al-Qur’an dan al-Hadis,.buku dan kitab  Fiqih Jinayah, 
kitab-kitab jinayah, kitab at-tasyrik’ al jina’i al islamiy, buku asas-
asas hukum pidana Islam, pendapat para ahli dan buku-buku lain 
yang ada hubungannya dengan skripsi ini.  
                                                                 
       
22
  Sofyan A.P. Kau, Metode Penelitian Hukum Islam,  (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013),  
hlm. 154-155 
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b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan karya-karya   yang berkaitan 
dengan objek kajian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
yang mempunyai hubungan dengan topik. Bisa berupa informasi 
yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal, internet dan 
publikasi lainnya. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bisa berupa informasi yang diperoleh kamus, eksiklopedia, buku 
atau literature, dan lain sebagainya.  
3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 
Dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan 
disesuaikan dengan sumber data, baik data primer maupun data 
sekunder dengan menggunkanan teknik dokumentasi. 
Teknik dokumentasi dilakukan dengan  mengumpulkan data dan 
informasi dengan bantuan berbagai buku untuk memperoleh data yang 
mendalam, yaitu dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal 
penting terhadap literature, asas, doktrin, wacana, pandangan 
(pendapat) yang kemudiandijadikan sebagai landasan teori dan 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi 
pembahasan. 
4. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul dan diolah, kegiatan selanjutnya adalah 
analisis data. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisi 
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kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh 
dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat. Dan dapat ditarik 
kesimpulan secara indukatif yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang 
bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus. Dari keimpulan-
kesimpulan yang telah diambil kemudian disampaikan saran-saran. 
5. Metode Penelitian Komperatif 
Penelitian komperatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang 
berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, 
dengan menganalisis faktor- faktor penyebab terjadinya maupun 
munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian 
komperatif merupakan penelitian yang sifatnya yang membandingkan, 
yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau 
lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu 
kerangaka pemikiran tertentu.    
Selanjutnya   ditarik kesimpulan secara indukatif yaitu suatu 
cara berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus  lalu diambil kesimpulan 
secara umum. Dari keimpulan-kesimpulan yang telah diambil kemudian 
disampaikan saran-saran. 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan terdiri atas 5 (lima) Bab yang disusun secara 
sistematis, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang 
dimaksudkan untuk memudahakan pemahaman terhadap keseluruhan isi 
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penulisan hukum. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai 
berikut: 
Bab I berupa pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara 
umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas 
dalam penulisan skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode yang 
digunakan dalam penulisan skripsi ini, dan sistemtika penulisan. Hal 
tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar 
dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas 
dalam penulisan skripsi ini.  
Bab II berisikan tentang teori- teori, konsep, pengertian, kaidah 
mengenai pembelaan terpaksa, serta syarat-syarat tentang pembelaan 
terpaksa dalam hukum pidana Islam. 
Bab III berkaitan dengan hukum Islam yang membahas mengenai 
perbedaan dan persamaan pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam 
dan hukum pidana Positif. 
Bab IV ini penulis menganalisa dari bab 2 sampai dengan bab 3 
kemudian memaparkan penjelasan konsep teori pembelaan terpaksa dalam 
hukum Islam serta perbedaan dan persamaan dalam hukum pidana positif 
dan hukum pidana Islam.  
Bab V merupakan penutup berisikan kesimpulan, saran.  
Daftar Pustaka 
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BAB II 
PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
A. Pengertian Pembelaan Terpaksa dalam Hukum Islam dan 
Kepentingan-kepentingan yang harus dibela 
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Pidana Islam 
Pengertian dif‟a asy-syar‟i (pembelaan syar‟i khusus) atau daf‟u 
as-sail (menolak penyerang atau pembelaan diri). Menurut istilah yang 
dinamakan daf‟u as-sail (menolak penyerang/ pembelaan diri) adalah 
kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau 
hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari 
kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang 
tidak sah. Penyerangan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak  
bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas 
serangan tersebut sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan 
hukuman atas penyerang menjadi tertolak.1  
 Dasar pembelaan diri dan menolak penyerangan, 
berdasarkan firman Allah : 
 ىَدَتْعا انَمَف ٌصاَصاق ُتاَُمُرْلْاَو امَاَرْلْا ارْهَّشل ابِ ُمَاَرْلْا ُرْهَّشلا
 َّنَأ اوُمَلْعاَو ََّللَّا اوُقَّ تاَو ْمُكَْيلَع ىَدَتْعا اَم الْثاابِ اهَْيلَع اوُدَتْعَاف ْمُكَْيلَع 
 َياقَّتُمْل َعَم ََّللَّا 
                                                                 
1
   Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinay Al-Islamiy, Juz I , Dar A l-Kitab Al-Arabi, 
Beirut, tanpa tahun,hlm.138 
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“Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut 
dihormati, berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu barangsiapa yang 
menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya 
terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah, bahwa Allah 
beserta orang-orang yang bertakwa” (Q,S al-baqarah, 194) 
Sebagaimana hukum Islam menetapkan daf’uas-sail untuk 
menolak penyerangan terhadap diri, kehormatan, atau harta benda dan 
juga ditetapkannya untuk menolak penyerangan diri, kehormatan dan 
harga orang lain. 
2. Kepentingan-kepentingan yang harus dibela dalam Pembelaan 
Terpaksa menurut hukum Islam 
Dalam syariat Islam kepentingan-kepentingan hukum yang 
merupkan objek pembelaan terpaksa  dari serangan yang melawan 
hukum adalah jiwa, harta benda, dan kehormatan atau baik kepunyaan 
sendiri maupun orang lain. 
    Hal tersebut berdasarkan Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 
194 : 
 اهَْيلَع اوُدَتْعَاف ْمُكَْيلَع ىَدَتْعا انَمَف ٌصاَصاق ُتاَُمُرْلْاَو امَاَرْلْا ارْهَّشل ابِ ُمَاَرْلْا ُرْهَّشلا
 َياقَّتُمْلا َعَم ََّللَّا َّنَأ اوُمَلْعَاو ََّللَّا اوُقَّ تَاو ْمُكَْيلَع ىَدَتْعا اَم الْثاابِ 
“Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut 
dihormati, berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu barangsiapa yang 
menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya 
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terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah, bahwa Allah 
beserta orang-orang yang bertakwa” (Q,S al-baqarah, 194) 
Ayat tersebut mengandung perintah yang menunjukan adanya 
kewajiban untuk membela diri melakukan perlawanan yang seimbang  
terhadap serangan yang melawan hukum. 
Dalam kepentingan-kepentingan yang harus dibela dan 
dibenarkan untuk melakukan pembelaan dalam hukum Islam,  baik 
pembelaan khusus atau menolak penyerang terhadap suatu hak dan 
kewajiban setiap orang untuk mempertahankan  atau membela dirinya 
atau orang lain, harta benda dengan cara-cara memakai kekuatan-
kekuatan yang diperlakukan dengan seimbang dari setiap serangan-
serangan yang nyata yang hendak (bersifat) melawan hukum. Adapun 
uraian dan pengertian kepentingan-kepentingan yang harus dibela 
tersebut yaitu : 
a. Jiwa, yaitu yang berhubungan dengan anggota tubuh atau 
keseluruhan badan manusia, seperti badan dan manfaat angota 
badan.2 
b. Harta benda, yang dimaksud disini adalah harta milik yang 
berwujud, baik yang berbentuk barang maupun binatang 
bernyawa.3 Hal ini sebagaimana dikemukakan para fuqaha bahwa 
pembelaan terhadap harta adalah wajib, jika harta tersebut 
merupakan hewan yang bernyawa atau harta titipan atau harta yang 
                                                                 
2
  Syeh Ibrah im Al-Bajuri, Hasyiyatul Alamah Al-Fadlil Jus 2,( surabaya) hlm. 256. 
3
  Ibid, hlm, 472 
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diurusnya. Menurut pendapat yang kuat bahwa ukuran nisab harta 
benda dalam pembelaan tidaklah sampai satu nisab yang 
mewajibkan adanya hukum potong tangan.  
c. Kehormatan, akhlak, perangai yang terpuji,4 yaitu kehormatan yang 
sangat erat hubungannya dengan kesusialaan atau anggota badan 
yang bertalian dengan seksual, yaitu seperti qubul, dubur dan lain-
lain.para fuqaha dalam hal ini telah sepakat bahwa 
mempertahankan kehormatan adalah wajib.  
B. Hukuman dalam Pembelaan diri menurut Hukum Islam 
  Para fuqaha bersepakat bahwa membela diri adalah suata jalan 
yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan 
terhadap jiwa, kehormatan dan harta. Akan tetapi, mereka berbeda   
pendapat mengenai hukumannya. 5  Jadi apabila ia merupakan suatu 
kewajiban atau suatu hak. Konsekuensinya apabila membela diri itu 
merupakan suatu hak maka seseorang boleh saja memilih antara 
mengerjakannya atau meninggalkannya dan hal itu tidak berdosa dalam 
memilih satu diantaranya. Namun sebaliknya apabila membela diri 
merupakan suatu kewajiban makasesorang tidak memiliki hak pilih dan ia 
berdosa ketika ia meninggalkannya. Serangan seseorang ada kalanya 
ditunjukap kepada kehormatan jiwa atau harta benda. Untuk membela 
kehormatan para ulama sepakat bahwa hukumnya ialah wajib, apabila 
                                                                 
4  Yunus, Mahmud, kamus arab indonesia penyelenggara penafsir al-quran, (jakarta 1978), 
hlm 462 
5
  Abdul Qadir audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT. Kharis ma Ilmu), 
hlm. 138 
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seorang lelaki hendak memperkosa seorang perempua, sedangkan jalannya 
untuk mempertahankan kehormatannya tidak ada lagi kecuali 
membunuhnya maka perempuan tersebut wajib membunuhnya. Untuk 
membela jiwa para fuqaha berbeda bendapat mengenai hukumannya. 
Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang rajih (kuat) dalam mazhab 
Maliki dan mazhab Syafi’i membela jiwa hukumnya wajib. 6  Sedangkan 
menurut pendapat yang marjuh (lemah) di dalam mazhab Maliki dan 
mazhab Syafi’i serta pendapat yang rajih (kuat) didalam mazhab Hanbali 
membela jiwa itu hukumnya jaiz (boleh) bukan wajib.7  
Orang yang diserang boleh melakukan upaya pembelaan, dan boleh 
pula tidak melakukannya. Perbedaan antara harta dengan jiwa adalah 
dengan diizinkan maka harta menjadi halal, sedang untuk jiwa meskipun 
diizinkan tetap dilarang membunuhnya. Sebagian fuqaha berpendapat 
bahwa pembelaan terhadap harta adalah wajib, jika harta tersebut berupa 
hewan yang bernyawa atau harta titipan atau harta orang yang diserang 
sendiri tetapi ada hak orang lain didalamnya, seperti barang jaminan (rahn) 
dan sewaan (ijarah). 8  Mengenai serangan dari anak kecil, orang gila 
danhewan, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, Imam 
Syafi’I dan Imam Ahmad, orang yang diserang beradadalam posisi 
membela diri, bukan dalam keadaan yang memaksa. Dengan demikian, 
apabila untuk menangkis serangan tersebut tidak ada jalan lain kecuali 
                                                                 
6
   Ahmad Wardi, Muslich,Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Sinar Graha, 2005) hlm. 81 
7
   Ib id.hlm.89 
8
   Ib id.hlm.90 
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dengan membunuh mereka maka orang yang membela diri tidak dibebani 
pertanggung jawaban, baik pidana maupun perdata sebab korban hanya 
menunaikan kewajibannya untuk menolak serangan terhadap jiwanya. 9 
C. Syarat Pembelaan diri dalam Hukum Islam 
Pembelaan diri memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi sehingga 
seseorang dapat dianggap dalam keadaan membela diri. Syarat-syarat itu 
adalah sebagai berikut10  
1. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum. 
Perbuatan yang menimpa orang yang diserang haruslah perbuatan 
yang melawan hukum.Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang 
melawan hukum maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan. 
Jadi, pemakaian hak atau menunaikan kewajiban baik oleh individu 
maupun penguasa, atau tindakan yang tidak diperbolehkan oleh syara’ 
tidak disebut sebagai serangan, seperti pemukulan oleh orang tua 
terhadap anaknya, sebagai tindakan pengajaran atau pendidikan atau 
algojo yang melaksanakan hukuman potong tangan terhadap terhukum 
sebagai pelaksanaan tugas. 
Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, 
penyerangan tidak perlu harus berupa pembuatan jarimah yang diancam 
dengan hukuman, melainkan cukup dengan atau berupa perbuatan yang 
tidak sah (tidak benar). Demikian pula kecakapan pembuat tidak 
                                                                 
9
    Marsum,Fiqih Jinayah (HPI).(Yogyakarta: PerpustakaanFak.Hukum,1989),h lm.168 
10
  Abdul Qadir Audah.Ensiklopedia Hukum...hlm,142 
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diperlukan dan oleh karenanya serangan orang gila dan anak kecil dapat 
dilawan. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serangan 
harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh 
orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.  Dengan 
demikian, apabila perbuatan (serangan) bukan jarimah yang diancam 
dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau 
pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya 
berada dalam keadaan yang terpaksa.Dan menurut Imam Abu Yusuf, 
perbuatan (serangan) diisyaratkan harus berupa jarimah yang diancam 
dengan hukuman, tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat 
dimintai pertanggungjawaban pidana.11 
2. Penyerangan harus terjadi seketika  
Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang 
yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan 
dengan hukum. Hal ini oleh karena pembelaan baru diperbolehkan 
apabila benar-benar telah terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi. 
Dengan demikian serangan yang masih ditunda seperti ancaman, belum 
menjelma sebagai suatu bahaya yang perlu dihindari dengan pembelaan 
segera. Kalau ancaman itu sendiri sudah dianggap sebagai bahaya maka 
penolakannya harus dengan cara yang seimbang, antara lain seperti 
                                                                 
11
  Ibid,h lm,144 
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berlindung atau melaporkan adanya ancaman itu kepada pihak yang 
berwajib (berwenang).12 
3. Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan  
Syarat untuk dibolehkannya pembelaan diri adalah bahwa tidak ada 
cara lain yang dapat dilakukan untuk menolak serangan kecuali dengan 
cara pembelaan tersebut. Dengan demikian apabila masih ada cara lain 
untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan. Jadi, kalau 
menolak serangan masih bisa menolak serangan dengan berteriak-teriak, 
ia tidak perlu menggunakan pukulan senjatatajam yang melukai, atau 
bahkan senjata api yang dapat membunuh orang yang menyerang. 
Apabila perbuatan perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan dan 
termasuk jarimah. Para fuqaha berbeda pendapat tentang lari sebagaicara 
untuk menghindari serangan. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa lari 
bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan, 
karena itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah. Akan 
tetapi, menurut sebagian fuqaha yang lain, lari bukan merupakan jalan 
untuk membela diri. 
4. Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya. 13 
                                                                 
12
   Marsum,fiqh jinayah...,hlm.168-169 
13
   Ukuran  kekuatan seperlunya memang relatif dan itu d idasarkan atas dugaan orang yang 
diserang disesuaikan dengan perkiraan yang benar-benar terjadi atau dengan perbuatan yang 
diniatkan o leh orang yang melakukan perbuatan. Jika penyerang tidak menggunakan senjata maka 
untuk penolakannya tidak perlu memakai senjata.Apabila orang yang diserang menggunakan 
kekuatan yang meleb ihi batas yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas kelebihan 
perbuatannya itu. Lihat dalam Ahmad Maward i Muslich,Pengantar dan Asas Hukum Pidana 
Islam, (Jakarta: Singa Grafika,2004), h lm.91 
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Apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu 
bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan. Dengan demikian, 
orang yang diserang selamanya harus memakai cara pembelaan yang 
seringan mungkin, dan selama hal itu masih bisa dilakukan maka tidak 
boleh dilakukan cara yang lebih berat. Antara serangan dengan 
pembelaan terdapat hubungan yang sangat erat, karena pembelaan timbul 
dari serangan. Dalam perampasan harta, pembelaan belum berarti selesai 
dengan larinya penyerang yang membawa harta rampasannya.  
5. Melewati batas ukuran membela diri (yang dibolehkan)  
Jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang 
lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab 
atas ketindakannya itu. Salah satu contohnya adalah jika serangan dapa t 
ditolak dengan mengancam si penyerang, namun orang yang diserang itu 
memukul si penyerang maka harus bertanggung jawab atas pemukulan 
tersebut. Pada dasarnya pembelaan dirihukumnya mubah (dibolehkan) 
dan tidak ada hukumannya namun jika sampai melewati batasnya dan 
mengenai orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukan mubah 
lagi melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri. 14 
D. Pembelaan Umum ( Amar  Ma’ruf Nahi Mungkar) 
Pembelaan umum artinya pembelaan untuk kepentingan umum atau 
menganjurkan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut 
syara’ dan mencegah apa yang seharusnya ditinggalkan. 
                                                                 
14
 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,....hlm.152. 
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1. Dasar Hukum Pembelaan Umum Al-Quran Surat Al-Imran;10 
 ا ا ْ يَي  اَّللَّا َن ام ْمُهُدلَْوَأ لََو ُْمُلُاَوْمَأ ْمُه ْ نَع َ انِْغ ُت ْنَل اوُرَفَك َني
اذَّلا َّناإ
 اراَّنلا ُدُوقَو ْمُه َكااََٰلُوأَو  
 “Sesungguhnya orang-orang yang kafi, harta benda dan anak-anak 
mereka, sedikitpuntidak dapat menolak (siksa) Allah dari merek. Dan 
mereka adalah bahan bakar api neraka” (Q.S Al-Imran/3): 
Para fugaha berpendapat bahwa pembelaan umum atau amar 
ma’ruf nahi munkar adalah suatu kewajiban yang tidak boleh 
ditinggalkan. Pembelaan umum tersebut diadakan dengan tujuan agar 
masyarakat berdiri diatas kebajikan dan pada diri individu- individu 
yang ada di masyarakat ditumbuhkan sifat-sifat keutamaan, sehingga 
dengan demikian volume jarimah dan penyelewengan menjadi 
berkurang. Akan tetapi ada sebagian fuqaha yang berbeda pendapat 
tentang ketentuan atau bataswajib tersebut.  
Menurut sebagian fuqaha, hukum pembelaan umum adalah wajib 
ain yang dikenakan kepada setiap muslim, bahkan menurut mereka 
kewajiban tersebut lebih kuat daripada kewajiban haji, karena untuk 
kewajiban haji diisyaratkan adanya istitha’ah (kesanggupan), 15 
sedangkan untuk pembelaan umum istitha’ah tersebut tidak 
                                                                 
15
  Ahmad Hanafi,“Asas-asas hukum pidana”....hlm.219 
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diisyaratkan. Dan menurut sebagian fuqaha pembelaan umum adalah 
wajib kifayah, seperti halnya jihad atau berperang yang diwajibkan 
juga atas setiap orang tetapi kewajiban tersebut menjadi terhapus 
apabila sudah ada orang lain yang menjalankannya. 16 
2. Sumber dan hukum pembelaan umum 
Ma’ruf atau kebaikan adalah setiap ucapan atau perbuatan yang 
perlu diucapkan atau diperbuat sesuai dengan ketentuan dan prinsip-
prinsip umum syari’at Islam, seperti berakhlakul mulia, berbuat baik 
kepada fakir miskin dan sebagainya.  Munkar adalah setiap perbuatan 
yang dilarang terjadinya menurut syari’at Islam. Menyuruh kebaikan 
(amar ma’ruf) bias berupa perkataan, seperti ajakan untuk membantu 
korban gempa, pemberian kepada orang lain, dan bias gabungan 
antara ucapan dan perbuatan, seperti mengajak untuk membayar zakat 
sekaligus juga mengeluarkannya. Dengan demikian, menyuruh 
kebaikan adalah menganjurkan (membujuk) untuk mengerjakan atau 
mengucapkan apa yang seharusnya diperbuat dan diucapkan sesuai 
dengan ketentuan syara’. Sedangkan melarang keburukan adalah 
membujuk orang lain untuk meninggalkan apa yang harus 
ditinggalkan.17 
3. Syarat-syarat pembelaan Umum 
Hukum pembelaan umum adalah wajib, namun dalam 
pelaksanaannya diperlukannya syarat-syarat tertentu yang berkaitan 
                                                                 
16
  Ahmad ward i Muslich, Hukum Pidana Islam....,hlm.95 
17
  Ibid,h lm.96 
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dengan yang melaksanakannya. Syarat-syarat tersebut ada lima 
macam yaitu: 
a. Dewasa dan berakal sehat (mukallaf) 
b. Iman 
c. Adanya kesanggupan 
d. Adil 
e. Izin (persetujuan)18 
4.   Syarat melarang keburukan 
Untuk melaksanakan amar ma’ruf tidak diperlukan syarat 
khusus, karena amar ma’ruf berupa nasihat, petunjuk dan 
pengajaran.Jadi, bias dilakukan setiap saat dan kesempatan.Adapun 
untuk mencegah kemungkaran atau keburukan diperlukan syarat-
syarat tertentu, sebagai berikut. 
a. Adanya perbuatan buruk atau munkar 
b. Keburukan atau kemungkaran itu terjadi seketika  
c. Kemungkaran itu diketahui dengan jelas.19 
E. Alasan Hapusnya Pertanggung Jawaban Pidana 
Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah 
pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya 
perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang 
                                                                 
18
  Ibid, hlm.97 
19
  Ibid.h lm.97  
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tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya. 20  Dalam 
syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga ha l yaitu: 
1. Adanya perbuatan yang dilarang,  
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu.  
Apabila tidak terdapat maka tidak pula terdapat pertanggung 
jawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang 
dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban, Karena dasar 
pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada.21 Dalam hukum Islam, 
pertanggung jawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab 
tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana 
maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik. 22 
Dalam keadaan pertama, perbuatan yang dilakukan adalah 
perbuatan yang mubah (tidak dilarang), sedangkan dalam keadaan kedua 
perbuatan tersebut tetap dilarang tapi tidak dijatuhi hukuman ketika 
melakukannya. Seperti kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, 
tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti 
benarnya, kemudian kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam 
keadaan tidak sadar seperti mengigau, meskipun dia tampak awas namun 
dia dalam keadaan tertidur. Maka secara hukum dia tidak bertanggung 
                                                                 
20
  A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam...hlm,121 
21
  Abdul Qadir Audah, Ensklopedia, Hukum Pidana Islam,...hlm.135 
22  Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),( Bandung: Pustaka 
Setia,2000),h lm.177 
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jawab, begitu juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak 
dan seseorang dalam keadaan gila atau sakit saraf.  
1. Pembolehan perbuatan yang dilarang 
Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu 
diharamkan tetapi terdapat pengecualian yaitu pembolehan sebagian 
perbuatan yang dilarang bagi orang yang memiliki karakter-karakter 
khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut 
adanya pembolehan ini. Karena orang yang diperkenankan untuk 
melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukan untuk 
mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam, contohnya 
membunuh, perbuatan ini diharamkan bagi setiap orang.  
2. Hak dan Kewajiban 
Antara hak dan kewajiban pada dasarnya adalah hal yang berbeda. 
Melakukan hak hanya bersifat boleh, sedangkan melakukan kewajiban 
bersifat harus secara mutlak. Meskipun hak dan kewajiban berbeda 
tetapi keduanya sejalan dari segi pidana yaitu bahwa perbuatan yang 
dilakukannya baik menjalankan kewajiban maupun menggunakan hak 
merupakan perbuatan yang diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai 
tindak pidana. Suatu perbuatan dianggap sebagai hak bagi seseorang, 
namun dianggap sebagai kewajiban bagi oranglain. Misalnya: 
 membunuh sebagai hukuman qishash adalah hak bagi wali korban 
tapi qishash menjadi wajib bagi algojo yang ditugaskan untuk 
menjalankannya. Pendidikan dalam mazhab Hanafi adalah hakbagi 
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suami dan ayah, namun merupakan kewajiban bagi guru dan 
pengajar.23 
a. Hak tidak mungkin dapat dijatuhi hukuman karena 
meninggalkannya, sedangkan kewajiban ada kemungkinan 
dijatuhi hukuman karena meninggalkannya.  
b. Hak terikat dengan syarat keselamatan, sedangkan kewajiban 
tidak terikat dengan syarat keselamatan, orang yang 
menggunakan haknya senantiasa bertanggung jawab atas 
keselamatan objek karena dia dapat memilih antara melakukan 
perbuatan yang menjadi hak atau meningglkannya.  
Seseorang yang memiliki kewajiban tidak bertanggungjawab atas 
keselamatan si objek karena keharusan untuk menjalankan kewajiban 
tersebut tidak bisa ditinggalkannya menurut imam Imam Abu Hanifah 
dan Imam Asy-Syafii. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad bin 
hanbal berpendapat bahwa hak sama seperti kewajiban yaitu tidak 
terikat oleh syarat keselamatan karena menggunakan hak dalam 
batasan yang telah ditetapkan merupakan perbuatan yang mubah 
dimana tidak ada pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang 
diperbolehkan.  
Pertanggung jawaban pidana dapat hapus karena hal-hal  
yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian 
dengan keadaan pelaku. Dalam keadaan yang pertama perbuatan yang 
                                                                 
23
  Abdul Qadir Audah, Ensklopedia, Hukum Pidana Islam...hlm.137  
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dilakukan adalah mubah (tidak dilarang) sedangkan dalam keadaan 
yang kedua perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya 
tidak dijatuhi hukuman. 24 Sebab-sebab yang berkaitan dengan 
perbuatan disebut asbab al-ibadah atau sebab dibolehkannya 
perbuatan yang dilarang. Sedangkan sebab-sebab yang berkaitan 
dengan keadaan pelaku tersebut asbab raf’I al-uqubah atau sebab 
hapusnya hukuman. 25  Asbab al-ibadah atau sebab dibolehkannya 
perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan 
hak dan kewajiban.Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang bagi 
masyarakat pada umumnya dilarang, kadang-kadang untuk orang-
orang tertentu dibolehkan karena hal itu dilakukan dalam rangka 
pelaksanaan hak dan kewajiban. Misalnya, seorang algojo yang 
bertugas melaksanakan hukuman mati, membunuh itu dibolehkan, 
karena pada saat itu ia melaksanakan kewajibannya. Sebab 
dibolehkannya perbuatan yang dilarang ada enam macam, yaitu: 
a. Pembelaan yang sah 
b. Pendidikan dan pengajaran 
c. Pengobatan 
d. Permainan olahraga 
e. Hapusnya jaminan keselamatan, dan 
                                                                 
24
  Ibid, hlm.135 
25
  Ahmad  Maward i  Muslich, Hukum Pidana Islam...hlm.85 
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f. Menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi 
pihak yang berwajib.26 
Asbab raf’i al-uqubah atau sebab hapusnya hukuman, tidak 
mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan 
tetap pada asalnya yaitu dilarang. Tetapi karena keadaan pelaku tidak 
memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari 
hukuman. Sebab-sebab hapusnya hukuman ini ada empat macam, 
yaitu: 
1) Paksaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 
karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya 
atau tidak sempurna pilihannya. 
2) Mabuk, bahwa orang yang mabuk tidak dibebani 
pertanggung jawaban atas semua perbuatan jarimah yang 
dilakukannya karena pada saat itu akal pikirannya sedang 
hilang.  
3) Gila, syariat islam memandang seseorang sebagai seorang 
mukallaf yang dapat dibebani pertanggungjawaban tetapi 
apabila seseorang tersebut gila atau hilangnya akal maka 
pertanggungjawaban menjadi terhapus.  
4) Anak dibawah umur, pertanggungjawaban pidana didasarkan 
atas dua perkara yaitu kekuatan berpikir dan pilihan. Maka 
kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan 
                                                                 
26
  Ibid. hlm. 85 
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perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, 
semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara 
tersebut.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
27
  Ibid, hlm.86. 
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BAB III 
PEMBELAAN TERPAKSA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA 
DALAM HUKUM POSITIF 
A. Pengertian dan kepentingan-kepentingan yang harus dibela dalam 
Pembelaan Terpaksa dalam hukum Pidana positif 
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Hukum Positif 
Pembelaan terpaksa (noodweer) dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1 
KUHP yang berbunyi sebagai berikut.  
“Tidak dipidana , barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa 
dikerjakan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela 
perikesopanan sendiri atau kesopanan orang lain atau membela harta 
benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, karena serangan yang 
melawan hukum dan yang berlaku seketika itu atau mengancam dengan 
seketika”. 
Dari segi bahasa, kata noodweer berasal dari kata nood dan weer. 
Nood berarti keadaan darurat, sedang kata weer berarti pembelaan. 1 Pada 
Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti kata “darurat”, hingga cara 
harfiah perkataan noodweer itu dapat diartikan sebagai suatu “pembelaan 
yang dilakukan di dalam keadaan darurat”.2 
Noodweer adalah pembelaan yang diberikan karena sangat 
mendesak terhadap serangan yang tiba-tiba serta mengancam dan melawan 
hukum. 3  Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat 
melanggar hukum (wederrechtelijkheid atau onrechtmatigheid) maka alasan 
                                                                 
1
  M.A.Tair,Van der Tas,Kamus Bahasa Belanda-Indonesia,Indonesia- Belanda, (Jakarta: 
Timur Mas,1957) 
2
 Lamintang,Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 
2014),h lm.470 
3
  Zainal Abidin Farid, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika,2007),.hlm.200. 
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menghilangkan sifat tindak pidana juga dikatakan alasan membenarkan atau 
menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana. 4 
Dalam rumusan pasal 49 ayat (1) dapat disimpulkan mengenai dua hal, 
yaitu: 
a.  Unsur mengenai syarat adanya pembelaan terpaksa, ialah 
1. Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa,  
2. Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan  seketika 
yang  bersifat melawan hukum.5 
3. Serangan atau ancaman, serangan ditunjukkan pada tiga kepentingan 
hukum, ialah kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan, 
dan harta benda sendiri atau orang lain  
4. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan 
berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam. 
5. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang 
mengancam.6 
b.  Pembelaan terpaksa dilakukan karena: 
1. Pembelaan terpaksa untuk membela fisik atau badan manusia,  
2. Pembelaan terpaksa untuk membela kehormatan kesusilaan,  
3. Pembelaan terpaksa untuk membela harta milik atau kebendaan. 7 
                                                                 
4
  WirjonoProdjodikoro,Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia , (Bandung:Eresco,1989) 
,hlm.75. 
5
   Andi Hamzah,Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rieneka Cipta,2004),hlm.166 
6
   Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta:PT. Raja Grafind 
Persada,2002),h lm.40. 
7
   Ib id, h lm.41 
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Perbuatan orang yang memenuhi unsur-unsur pasal 49 ayat (1) 
tersebut diatas, pada kenyataannya memenuhi rumusan tindak pidana 
tertentu, bisa penganiayaan misalnya berwujud memukul seorang pria yang 
sedang berusaha memperkosa seorang perempuan, bahkan bisa berwujud 
pembunuhan misalnya polisi menembak mati seorang perampok disebuah 
bank yang dengan menggunakan senjata api telah memberondong petugas 
yang hendak menangkapnya dengan tembakan yang dapat mematikan. Akan 
tetapi dengan dasar pembelaan terpaksa, perbuatan yang pada kenyataannya 
bertentangan dengan undang-undang itu telah kehilangan sifat melawan 
hukum, oleh sebab itu kepada pembuatnya tidak dipidana. Disinilah ada 
alasan pembenar.8 
Menurut Hazewinkel-Suringa, paham apa yang umum dianut oleh 
badan-badan peradilan dan oleh dunia ilmu pengetahuan adalah memandang 
noodweer adalah suatu rechtsverdediging yakni sebagai suatu hak untuk 
memberikan melawan hukum. Perlawanan tersebut dipandang sebagai 
rechtmatig atau dipandang sah menurut hukum bukan karena orang yang 
mendapat serangan itu telah melakukan suatu pembelaan, melainkan karena 
pembelaan dirinya itu merupakan suatu rechtsverdediging.9 
2. kepentingan-kepentingan yang harus dibela dalam Pembelaan 
Terpaksa 
Berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP prof. Mulyatno S.H 
mengumumkan bahwa kepentingan-kepentingan dalam obyek pembelaan 
ada 3 hal yang masing-masing baik kepunyaanya sendiri maupun kepunyaan 
orang lain. 
                                                                 
8
   Ib id, h lm,42 
9
   Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia ....hlm.476  
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a. Diri sendiri atau badan orang lain 
b. Kehormatan kesusilaan 
c. Harta benda. 
Demikian pula Drs. P.A.F lamintang  dan C . Jisman Samosir 
dalam buku “Hukum Pidana Indonesia” mengumumkan bahwa pembelaan 
itu haruslah dianggap perlu untuk diberikan, guna melindungintubuh, 
kehormatan atau suatu benda. Dari kedua uraian tersebut nampak tidak 
terdapat perbedaan-perbedaan dan memang dasarnya para ahli, sarjana 
hukum .lainnya telah sepakat dalam menafsirkan tentang kepentingan-
kepentingan yang harus dibela tersebut, oleh karenanya dapatlah diperinci 
bahwa kepentingan-kepentingan dalam pembelaan terpaksa dalam pasal 49 
ayat 1 KUHP dan ada enam macam yaitu: 
a. diri atau badan sendiri 
b. harta benda sendiri 
c. badan atau jiwa orang lain 
d. kehormatan kesusilaan orang lain 
e. harta benda orang lain. 
B. Syarat pembelaan terpaksa (Noodweer) dalam Hukum Positif 
Para pakar pada umumnya memberi arti noodweer dengan pembelaan terpaksa. 
Istilah noodweer berasal dari doktrin, yang menetapkan syarat pokok, yaitu: 
1. Harus ada serangan. Menurut doktrin “serangan” harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
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a. Serangan itu harus mengancam dan datang dengan tiba-tiba, 
pengertian serangan yang mengancam secara langsung adalah  
serangan yang sedang berlangsung dan belum berakhir. 10 
Artinya pembelaan terpaksa itu boleh dilakukan ialah dalam jarak 
waktu sejak dimulainya serangan dengan diwujudkannya perbuatan 
pembelaan terpaksa tidak lama.11 
Contohnya sebagai berikut:  
A secara tiba-tiba datang menghampiri B dengan membawa 
parang dan langsung mengayunkannya kepada B. B 
menghindar dan mengambil sebuah balok yang kemudian 
dipukulkan kepada A sehingga A luka parah.  
b.  Serangan itu harus melawan hukum  
Serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari undang-undang 
(melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan 
hukum materiil). Disebutkan serangan yang melawan hukum, harus 
dilihat dari semata-mata perbuatan si penyerang yang melawan 
hukum dan tidak perlu memperhatikan sikap batin, syarat bahwa 
serangan itu harus bersifat melawan hukum adalah sangat penting, 
mengingat banyak hal serangan terhadap suatu kepentingan hukum 
orang lain yang diperkenankan.12 
     Contohnya sebagai berikut: 
                                                                 
10
  Serangan mengancam adalah serangan yang sedang berlangsung, artinya telah d imulai 
dan belum berakhir. 
11
   Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana...hlm.44 
12
    Ibid.h lm.47 
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A seorang polisi yang ditugasi menyidik sepeda motor milik 
Y yang hilang. Di suatu tempat, A melihat B memakai sepeda 
motor yang  diduga keras adalah sepeda motor yang hilang 
tersebut.  
A kemudian menyita sepeda motor tersebut dari tangan B. B 
tidak dapat melakukan serangan untuk membela miliknya 
karena A melakukannya berdasarkan hukum. 
Menurut Profesor Pompe, suatu noodweer tidak dapat 
dilakukan terhadap suatu serangan yang datang dari seekor binatang, 
kecuali apabila binatang tersebut merupakan sebuah alat yang telah 
dipergunakan oleh seseorang yang telah melakukan suatu 
penyerangan, seekor binatang itu tidak dapat melakukan suatu 
penyerangan secara melawan hukum. Menurut Van Bemmelen 
bahwa serangan yang bersifat melawan hukum itu harus datang dari 
seorang manusia yang dapat bertindak secara melawan hukum. Oleh 
karena itu seorang dapat melakukan noodweer terhadap serangan 
yang datang dari seekor binatang, kecuali apabila binatang tersebut 
telah dihasut oleh seorang manusia.13 
2. Terhadap Serangan itu perlu diadakan pembelaan. 14 
Pembelaan menurut doktrin harus memenuhi syarat-syarat, yaitu : 
a. Harus merupakan pembelaan terpaksa/ sifatnya terpaksa. 15 
                                                                 
13
  Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia....hlm.478 
14
   Laden Merpang,Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana...hlm 61. 
15
   Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana...hlm.166 
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        Perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi serangan yang mengancam 
itu benar-benar sangat terpaksa, artinya tidak ada alternatif perbuatan 
lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada 
ancaman serangan atau serangan sedang mengancam.  
Apabila seseorang yang mengancam dengan memegang golok 
akan melukaiatau membunuh orang lain, maka menurut akal masih 
memungkinkan untuk lari, maka orang yang terancam itu harus lari. 16  
Namun apabila kemungkinan untuk lari itu tidak ada atau sudah 
mengambil pilihan lari tetapi masih dikejarnya, maka disini ada 
keadaan yang terpaksa. Maka dari itu, pembelaan boleh dilakukan jika 
sudah tidak ada pilihan perbuatan lain dalam usaha membela dan 
mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam.  
b. Pembelaan itu dilakukan dengan serangan yang setimpal.17 
Tindakan pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan sepanjang perlu dan 
sudahlah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang 
terancam atau diserang, artinya upaya pembelaan terpaksa itu harus 
seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam. Tindakan 
pembelaan terpaksa sebatas apa yang diperlukan saja dan tidak boleh 
melampaui batas keperluan dan keharusan asas ini disebut asas 
subsidiaritas. Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara 
                                                                 
16
   Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana...hlm.43 
17
   Yang berarti upaya pembelaan terpaksa itu harus seimbang dengan bahaya 
serangan yang mengancam (proposionaliteit). 
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yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan, tidak 
ada alat dapat dipakai hanya yang pantas dan masuk akal. 18 
Menurut pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak 
tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan itu 
harus sangat perlu. Dan lari jika mungkin itu kalau serangan datang 
dari orang gila.19 
c. Pembelaan terpaksa itu hanya terbatas  
Dalam hal mempertahankan 3 (tiga) macam kepentingan hukum, yaitu 
kepentingan hukum atas diri (artinya benda atau fisik), kepentingan 
hukum mengenai kehormatan kesusilaan dan kepentingan hukum 
mengenai kebendaan. Menyangkut macam atau bidang apa yang boleh 
dilakukan pembelaan terpaksa adalah badan atau fisik, kehormatan 
atau kesusilaan (seks) dan bidang harta benda. Jadi diluar bidang-
bidang itu tidak dapat dilakukan pembelaan terpaksa, misalnya 
kehormatan nama baik atau penghinaan.20 
3. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain. 
Yaitu Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang 
lain, peri kesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan 
sendiri atau orang lain. Berarti badan, kehormatan adalah kekhususan 
dari penyerangan terhadap badan, yaitu penyerangan badan dalam 
lapangan seksual. 
                                                                 
18
  Andi Hamzah,Asas-Asas Hukum Pidana...hlm.167 
19
  Ibid.h lm.136.  
20
  Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana....hlm.49 
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4. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan 
seketika, berarti ada 3 syarat: 
a. Serangan seketika 
b. Ancaman serangan seketika 
c. Bersifat melawan hukum.21 
Dalam hal noodweer para pakar mempermasalahkan serangan-serangan yang 
antara lain dilakukan oleh: binatang, orang gila dan alat pengaman (security 
instrument), dan untuk lebih jelasnya, perlu dibahas satu persatu. 
1. Serangan binatang  
Serangan memang ada dan mengancam dengan tiba-tiba tetapi serangan itu 
tidak merupakan “melawan hukum” karena binatang tidak tunduk pada 
hukum dan tidak mengerti hukum sehingga tidak dapat dimasukkan kepada 
pengertian noodweer. Hoge Raad pada tanggal 3 Mei 1915, halaman 813, W. 
9820 Hogetentang anjing-anjing polisi yang dikenal dengan “politiehond-
arrest”. H.R mengatakan “penggunaan anjing-anjing polisi untuk menangkap 
tersangka adalah alat yang wajar digunakan oleh sebab itu, melawan 
penangkapan dengan perantara anjing bukan suatu noodweer. Hoge Raad 
dengan arrest tanggal 11 Mei 1903, W 7928 berpendapat sebagai berikut: 
“seekor binatang itu sudah jelas tidak dapat melakukan suatu 
tindakan yang bersifat melawan hukum karena hukum tidak 
dimaksudkan untuk diberlakukan pada binatang. Oleh karena itu, 
                                                                 
21
    Roeslan Saleh, Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: AksaraBaru,1987).hlm.76 
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apabila seseorang telah mendapat serangan dari seekor binatang, 
orang tersebut tidak dapat melakukan noodweer.”22 
2. Serangan Orang Gila 
Meskipun orang gila menurut pasal 44 KUHP merupakan orang yang tidak 
dapat bertanggungjawab, tetapi serangan yang dilakukannya merupakan 
perbuatan “melawan hukum”. Oleh karena itu,dapat dilakukan noodweer 
terhadap serangan orang gila. Menurut VOS, terhadap suatu serangan yang 
datang dari seorang yang berpenyakit jiwa yang tidak dapat mengetahui 
lagi tentang apa yang dilakukan itu, orang itu dapat melakukan suatu 
noodweer karena ada peristiwa tersebut orang tidak dapat lagi mengatakan 
tentang adanya suatu serangan. Menurut Hazewinckel-Suriga berpendapat 
bahwa “perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai 
penyakit jiwa itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, 
akan tetapi hal tersebut tidak menghapus sifatnya yang melanggar hukum 
dari perbuatannya yaitu apabila perbuatannya itu merupakan suatu 
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.” Maka suatu serangan yang 
dilakukan oleh seorang yang mempunyai penyakit jiwa itu tetap bersifat 
melanggar hukum.23 
3. Alat Pengamanan (security instrument) 
Yang dimaksud dengan security instrument adalah alat-alat yang dipasang 
untuk menangkal serangan yang kelak akan terjadi, misalnya: aliran listrik 
                                                                 
22
  Lamintang,Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia...hlm.448 
23
    Bambang Poernomo,Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 
2006), hlm.196. 
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yang dipasang pada pagar disekeliling rumah. Pada umumnya, para pakar 
sependapat bahwa jika serangan telah berakhir, tidak ada lagi noodweer. 
Dalam hal pencurian, Prof.Pompe berpendapat bahwa “selama pencurian 
yang menguasai benda hasil curiannya itu masih berada dalam jangkauan 
orang yang barangnya telah dicuri, orang tersebut dapat melakukan 
noodweer untuk memperoleh kembali barangnya. Oleh karenanya, dengan 
selesainya kejahatan pencurian tersebut, tidaklah berarti bahwa serangan 
seperti dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) KUHP juga harus dianggap telah 
berakhir. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen’ bahwa noodweer 
mengecualikan dua peristiwa dari pembelaan terpaksa, yaitu: 
a. Peristiwa ketika ancaman serangan baru akan terjadi pada waktu 
     yang akan datang; 
b. Peristiwa saat serangan itu telah selesai atau berakhir. 24 
Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa pada dasarnya 
adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum 
terhadap diri orang itu atau orang lain (eigenriching). Jika peristiwa 
pengeroyokan seorang pencuri oleh banyak orang dapat masuk pelampuan 
batas keperluan membela diri dan memenuhi syarat-syarat dari pasal 49 
ayat 1 KUHP, maka orang-orang yang mengeroyok tidak dapat dihukum. 
Tapi si pencuri berhak membela diri terhadap pengeroyokan tersebut maka 
si pencuri tidak dapat dihukum karena penganiayaan dalam pasal 351 
KUHP. 
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   Roeslan Saleh, Undang-undang Hukum Pidana...hlm.77 
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C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana (Noodweer) dalam KUHP 
Dalam sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana terkait 
erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum, sehingga seseorang 
mendapatkan pidana tergantung pada dua hal,yaitu:25 
a. Unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum 
b. Unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan   
dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.  
Masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh 
Hakim Menurut Pompe ini merupakan pengertian yuridis bukan medis. 
Memang media yang memberi keterangan kepada Hakim yang memutuskan 
menurutnya dapat dipertanggungjawabkan (toerekenbaarheid) itu berkaitan 
dengan kesalahan (schuld). Orang dapat menyatakan dapat  
dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan. 26 
Bahwa jiwa cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwa karena 
penyakit adalah bukan pengertian dari sudut kedokteran,tetapi pengertian 
hukum.27 
Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa dapat 
dipertanggungjawabkan merupakan unsur diam-diam selalu ada, kecuali 
kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan tidak normal, kemampuan 
                                                                 
25
   Mart imun Projohamid jojo, Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di 
Indonesia 2, (Jakarta: Pradnya Paramita,1997).hlm.31 
26
    Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana...hlm.154 
27
   Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana...hlm.23. 
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bertanggungjawab harus sebagai unsur kesalahan. 28  Menurut Van 
Bemmelen, dapat dipertanggungjawabkan meliputi, yaitu: 
a. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya  
b. Mengerti tujuan nyata perbuatannya 
c. Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat. 29 
Satochid Kartanegara menyatakan bahwa toerekeningsvatbaarheid 
atau dapat dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan jiwa 
seseorang, sedangkan toerekenbaarheid (pertanggungjawaban) adalah 
mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau si pembuat. 
Dalam sistem hukum pidana positif (KUHP), pelaku tindak pidana tidak 
dapat dikenakan pidana apabila tidak dapat dasar peniadaan pidana sebagai 
berikut:30 
a. Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, 31 
adalah: 
1)  Keperluan membela diri atau noodweer (pasal 49 ayat 1 KUHP) 
2)  Melaksanakan ketentuan undang-undang (pasal 50 KUHP) 
                                                                 
28
   Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, 
(Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada) 1959 
29
   Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana...hlm.157 
30
   Ib id.hlm.143. Dasar peniadaan adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang 
yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik t indak pidana.  
31
  Yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang 
dilakukan terdakwa menjad i perbuatan yang patut dan benar. Tindak pidananya terdakwa 
karenanya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana. akan tetapi karena hilangnya 
sifat melawan hukum hukum. Maka terdakwa tidak dip idana. Lihat dalam, Moeljatno,hlm.137  
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3) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang   
penguasa yang berwenang (pasal 51 ayat 1 KUHP) 
Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu 
tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan.  
b. Alasan yang memaafkan pelaku32, hal ini termuat dalam: 
1) Pasal 44 ayat 1 KUHP, yang menyatakan seseorang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat 
dalam tubuhnya (gebrekkigeontwikkeling) atau terganggu karena 
penyakit. 
2) Pasal 48 KUHP, yang menyatakan seorang yang melakukan perbuatan 
karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana 
3) Pasal 49 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang 
melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa 
yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak 
dipidana. 
4) Pasal 51 ayat 1 KUHP, yang menyatakan terhapusnya pidana karena 
perintah jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah dengan i’tikad 
baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan 
pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan. Dua keadaan jiwa 
sebagaimana disebut dalam pasal 44 ayat 1 adalah keadaan jiwa 
                                                                 
32
 Yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan 
terdakwa bersifat melawan hukum , tetapi tidak dip idana karena tidak ada kesalahan perbuatan 
tersebut walaupun terbukti melanggar undang-undang (bersifat melawan hukum) , karena 
hapusnya kesalahan pada diri terdakwa, maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, 
dilihat dalam , Adami Chazawi.hlm.19. 
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sebagai penyebab tidak dapat dipertanggungjawbkannya atas semua 
perbuatannya. 
c. Alasan pengahpusan pidana 
1). Pemaaf dalam pasal 44 KUHP tidak mampu bertanggung jawab, 
adaya daya paksaan/darurat, pembelaan terpaksa.  
2). Pembenar dalam pasal 49,50,5 KUHP dengan keadaan darurat, 
pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang. 
Dengan kata lain keadaan jiwa disitu berlaku segala macam bentuk 
perbuatan. Oleh karena itu sifatnya umum. Disamping itu ada pula 
keadaan jiwa yang orangnya tidak mampu bertanggungjawab atas 
perbuatan yang sifatnya khusus, artinya hanya berlaku untuk perbuatan 
tertentu saja. Sedangkan pada perbuatannya yang lain, ia tetap dapat 
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian keadaan jiwa yang tidak 
mampu bertanggungjawab yang sifatnya khusus itu, berkaitan erat dengan 
perbuatannya itu sendiri serta keadaan-keadaan obyektif dan atau 
subyektif tertentu ketika seorang itu berbuat. Orang yang tidak mampu 
bertanggungjawab secara khusus ini, adalah33: 
1)   Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa hingga ia tidak bebas untuk 
menentukan kehendaknya terhadap apa perbuatan yang dilakukannya.  
Contohnya seorang kasir suatu bank tiba-tiba ditodong dengan pistol 
untuk menyerahkan uang yang ada didalam kekuasaannya, yang 
perbuatan ini merupakan larangan. tekanan yang begitu keras 
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  Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana....hlm.22 
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sehingga kasir tidak ada cara lain selain menyerahkan uang. Maka 
perbuatan kasir menyerahkan uang yang ada dalam kekuasaannya itu 
tidak dapat dipersalahkan sebagai penggelapan, dan ia tidak dipidana.  
2) Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa hingga ia tidak mengerti, 
tidak menyadari atas suatu perbuatan yang dilakukannya itu 
sebagaiperbuatan yang tercela. Contohnya seorang penderita 
pyromania suatu kelainan jiwa yang sangat kuat mendorong untuk 
membakar tanpa kesadaran hanya perbuatan itu sebagai terela. 
Penderita tersebut hanya tidak dipertanggung jawabkan atas perbuatan 
pembakaran saja, tetapi bertanggungjawab atas perbuatan lainnya. 34 
Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yang mempengaruhi 
pemidanaan ini bersifat umum, sehingga berlaku juga pada kejahatan 
terhadap nyawa. Dalam mengartikan sebuah delik atau tindakan yang 
dapat dipidana haruslah ada unsur-unsur tertentu didalamnya, unsur-
unsur tersebut menurut hukum positif yaitu suatu perbuatan, perbuatan 
itu dilarang dan diancam dengan hukuman, dan perbuatan itu 
dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 35 
Dapat disimpulkan mengenai Noodweer yaitu pembelaan terpaksa 
yang lebih menekankan pada pembelaan atau mempertahankan dri 
yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang 
datang kepadanya secara tiba-tiba. Keberlakuan noodweer diserahkan 
kepada Hakim. Hakimlah yang menguji dan memutuskan suatu 
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   Ib id,hlm.23 
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   Ib id,hlm. 4 
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perbuatan termasuk pembelaan terpaksa (noodweer) dengan ditinjau 
pada suatu peristiwa atau unsurnya. Pertanggungjawaban tindak 
pidana noodweer yaitu apabila seseorang yang dalam keadaan 
terpaksa psikisnya dan dalam keadaan tertekan maka 
pertanggungjawabannya pun dihapuskan. Karena tidak sesuai apa 
yang dikehendaki pada dirinya dalam keadaan tidak sadar.  
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BAB IV 
ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA 
DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
A. Analisis Pembelaan Terpaksa Dalam Hukum Islam dan Hukum 
Positif 
1. Analisis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Islam  
Islam menetapkan prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia. 
Al-Qur’an baik dalam surat-surat Makiyah atau Madaniyah, 
mengutamakan dan menganjurkan agar keadilan itu menjadi perhatian 
umat. Menegur dan menjauhkan umat manusia dari sifat aniaya yang 
akan merusak diri manusia. Maka dari itu Al-Qur’an memerintahkan 
keadilan secara umum dan khusus, baik terhadap musuh yang 
menyerang ataupun sebaliknya. Kaum muslimin diperintahkan agar 
tetap berlaku adil kepada sesamanya. 
Salah satu penerapan keadilan adalah dibolehkannya membela 
diri untuk mempertahankan harta, jiwa, kehormatannya dari gangguan 
musuh. Karena keadilan dalam hukum Islam merupakan kewajiban dan 
keharusan dalam menata kehidupan setiap manusia dan menempatkan 
sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu yang menjadi haknya 
dengan kadar yang seimbang. Keadilan sama dengan keseimbangan 
yaitu dalam pembelaan terpaksa seseorang yang diserang oleh musuh 
tidak boleh member serangan yang melampaui batas dan sewajarnya.  
Dalam masalah pembelaan yang sah Islam membedakannya 
menjadi dua pembelaan yaitu pembelaan khusus (daf’us-sha’il) dan 
pembelaan umum atau (dif’a asy syar’i al-am) atau yang dikenal 
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dengan amar ma’ruf nahi munkar.1 dengan pembelaan khusus (daf’us-
shail) adalah hak (kewajiban) seseorang untuk mempertahankan 
(melindungi) dirinya atau diri orang lain dan harta sendiri atau harta 
orang lain dari serangan dari pelanggaran dan penyerangan yang tidak 
sah.2 
Pembelaan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak 
bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas 
serangan tersebut, sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan 
hukuman. 3  Pada dasarnya perbuatan yang melanggar hukum itu 
dilarang dan diharamkan oleh hukum Islam tetapi terdapat pengecualian 
yaitu bagi seseorang yang mempunyai karakter-karakter khusus 
dikarenakan kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut 
adanya pembolehan melakukan perbuatan larangan.  
seseorang yang dibolehkan untuk melakukan perbuatan yang 
dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan yaitu 
untuk melindungi dirinya atau orang lain, seperti melindungi jiwa, 
menjaga kehormatan dan mempertahankan harta. 
2. Analisis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Positif 
Dalam KUHP pasal 49 ayat 1 dengan dikenal istilah pembelaan 
terpaksa (noodweer), yang berasal dari kata nood dan weer, Nood 
berarti darurat (keadaan) atau keadaan terpaksa, sedangkan weer berarti 
                                                                 
1
  Abdul Qadir Audah, Ensklopedia Hukum Pidana Islam...hlm.138 
2
  Ahmda Ward i Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...h lm.86 
3
  Abdul Qadir Audah, Ensklopedia Hukum Pidana Islam....hlm.138 
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pembelaan, menolong atau melepaskan dari bahaya. 4  Jadi, terdapat 
perbedaan istilah dalam pengertian antara hukum Islam dan KUHP. 
Tetapi ada persamaan yang mendasar antara keduanya, yaitu dalam 
KUHP maupun hukum Islam dalam pembelaan terpaksa sama-sama 
bertujuan melindungi jiwa, kehormatan, harta benda baik untuk sendiri 
maupun untuk orang lain. Dalam KUHP tidak ditentukan dan dijelaskan 
pengertian pembelaan terpaksa dan apakah pembelaan merupakan hak 
atau kewajiban seseorang. Tetapi oleh ahli hukum, dijelaskan secara 
rinci mengenai apa yang dimaksud pembelaan terpaksa ini. Karena 
dalam pasal tersebut hanya menyebutkan tindak pidana “barang siapa 
yang melakukan pembelaan terpaksa”, dalam keadaan seketika itu 
karena adanya sifat terpaksa atau terdorong oleh situasi yang darurat 
atau mendesak dan bukan merupakan anjuran atau perintah.  
Pembelaan terpaksa (noodweer) adalah suatu rechtsverdediging 
yakni sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan hukum. 
Perlawanan tersebut dipandang sebagai retchmating atau dipandang sah 
menurut hukum bukan karena orang yang mendapat serangan itu telah 
melakukan suatu pembelaan, melainkan karena pembelaan dirinya itu 
merupakan suatu rechtsverdediging, karena dengan adanya serangan 
kita mempunyai hak untuk melawan untuk melindungi diri sendiri atau 
orang lain.5 
                                                                 
4
   Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia...hlm.470. 
5
   Ib id.hlm.476. 
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Dalam noodweer mengandung asas subsidariteit yaitu harus 
adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela, cara yang 
dipakai dan kepentingan yang dikorbankan, maka yang diserang tidak 
boleh menggunakan cara yang memberikan kerugian lebih besar pada 
penyerang, dengan kata lainpembelaan yang diberikan tidak boleh 
melampaui batas. 6  Dan asas propositionaliteit yaitu tidak semua alat 
dapat dipakai, hanya yang masuk akal. Karena terdapat pembelaan yang 
dilakukan harus sesuai dengan serangan yang bersifat melawan hukum, 
sedangkan pembelaan diri harus disebabkan terpaksa karena tidak ada 
jalan lain. Jadi, dalam membuktikan suatu kasus hakim harus benar-
benar memperhatikan asas tersebut apakah merupakan alasan dalam 
noodweer atau bukan.7 
Menurut Profesor Pompe tentang sebab-sebab mengapa 
seseorang yang didalam suatu noodweeer telah melakukan suatu tindak 
pidana itu tidak dapat dihukum, alasannya bahwa apa yang telah ia 
lakukan itu adalah merupakan haknya, yakni hak nya yang bersifat 
alamiah untuk melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang melawan 
hukum dan bukan merupakan kewajiban sebagaimana yang telah 
ditentukan di dalam pasal-pasal 50 dan 51 KUHP.8 
Jadi, pembelaan diri merupakan hak yang diberikan oleh 
undang-undang dan merupakan tugas kewajiban untuk 
                                                                 
6
   Zainal Abid in Farid, Hukum Pidana I,(Jakarta: Sinar Grafika,2007).h lm.199. 
7
   Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana...hlm.167. 
8
   Lamintang, Dasar Hukum Pidana di Indonesia,...hlm.474. 
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mempertahankan diri atau hartanya dan masyarakat tidak memperoleh 
keuntungan atau tidak ada kemaslahatan dalam menjatuhkan hukuman 
atas orang yang membela diri karena ia bukan pembuat kejahatan. Jadi 
dalam suatu peristiwa serangan yang terjadi dalam pembelaan terpaksa, 
maka harus dilihat dengan cermat dan  teliti, terlihat disini bahwa rasa 
keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah keperluan 
noodweer dibutuhkan yang menghalalkan perbuatan yang bersangkutan 
terhadap seorang penyerang. 
Menurut Profesor Pompe, masalah ada tidaknya 
pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh hakim, menurutnya dapat 
dipertanggungjawabkan itu berkaitan dengan kesalahan. Orang dapat 
menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan 
kesalahan. Menurut Pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan 
bukanlah merupakan bagian inti tetapi tidak dapat 
dipertanggungjawankan itu merupakan dasar peniada hukuman atau 
hapusnya hukuman.9 pembelaan terpaksa yaitu harus ada serangan atau 
ancaman yang melawan hukum yang ditunjukkan pada tiga kepentingan 
hukum (tubuh, kehormatan dan harta benda), dilakukan dalam keadaan 
yang terpaksa dalam usaha mempertahankan dan melindungi suatu 
kepentingan hukum yang terancam bahaya oleh serangan atau ancaman 
serangan yang melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan dalam 
pembelaan terpaksa harus perbuatan yang seimbang dengan bahaya atau 
                                                                 
9
   Andi Hamzah.Asas-asas Hukum Pidana...hlm.154. 
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ancaman serangan, adanya keseimbangan itu sangat penting agar 
seseorang yang melakukan pembelaan tidak melebihi batas 
perbuatannya dalam melindungi dirinya dari serangan. Dengan 
perubahannya hukum yang dahulunya pada abad-18 keadaan 
pembelaan terpaksa hanya membolehkan seseorang membela dirinya 
sendiri tetapi pada masa sekarang pembelaan terpaksa tidak hanya 
membela dirinya sendiri tetapi juga membela orang lain. Rasa keadilan 
harus selalu ditegakkan dalam memberikan hukuman, keadilan 
menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya 
kesalahan pembuat dan hakim harus teliti dalam menjatuhkan 
hukumannya.  
B. Analisis Perbandingan Terhadap Pembelaan Terpaksa Dari Segi Hukum 
Islam Dan Hukum Positif 
1. Analisi Perbandingan Pembelaan Terpaksa Dari Segi Pengertian  
Pada dasarnya pembelaan terpaksa adalah merupakan hak atau tabiat 
ataupun naluri yang dimiliki setiap orang untuk mempertahankan hidupnya 
dan keselamatan baik dirinya maupun orang lain, semua hukum yang ada 
telah menetapkan berlakunyta sejak dahulu. Maka dalam hal ini hukum 
pidana positif dan hukum pidana Islam menetapkan pula tentang berlakunya 
pembelaan terpaksa tersebut sedemikian rupa, namun hal ini tentu saja 
didalam berlakunya aturan-aturan itu tidak menuntut kemungkinan terdapat 
perbedaan atau persamaan atau bahkan perluasan atau kekurangan diantara 
kedua hukum pidana tersebut, hukum pidana Islam maupun pidana Positif. 
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Pengertian dan kedudukan tentang pembelaan terpaksa dalam hukum 
pidana positif dan dalam hukum Islam mengalami perubahan dalam 
perjalanan sejarahnya. Yang mana pada masa dahulu pembelaan diri hanya 
merupakan hak yang diambil dari hukum alami bukan dari hukum positif. 
Misalnya pada abad pertengahan pembelaan diri tidak dianggap sebagai 
suatu keadaan yang menghindarkan hukuman, tetapi hanya memungkinkan 
disebabkan dari hukuman, akan tetapi pada abad ke XVIII pembelaan 
dianggap sebagai pembelaaan terpaksa (darurat) yang membolehkan 
seseorang untuk membela dirinya sendiri. Keadaan tersebut timbul sebagai 
akibat ketidakadanya perlindungan yang siap dari masyarakat (negara), 
kemudian dalam abad XIX pembelaan diri sebagai keadaan terpksa, karena 
bahaya yang telah mengepung korban menyebabkan dia tidak mempunyai 
pilihan lain, karena nalurinya mendorong dia untuk memelihara hidupnya. 
Pendapat baru sekarang dalam hukum positif berpendirian bahwa 
pembelaan diri merupakan pemakaian hak yang diberikan Undang-undang, 
bahkan merupakan tugas kewajiban setiap orang untuk memelihara 
hidupnya serta memeprtahankan diri atau hidupnya.  
Pendirian tentang pembelaan diri atau pembelaan terpaksa tersebut 
sesuai dengan apa-apa yang diatur dalam hukum pidana Indonesia yang 
telah tertulis dan dikodifikasikan dalam sebuah kitab Undang-undang yaitu 
kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berlaku sejak tanggal 1 
januari 1918 dan Secara tersurat pembelaan terpaksa itu diatur dalam pasal 
49. Dalam hukum Pidana Islam kedudukannya hukum dalam pembelaan diri 
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atau pembelaan terpaksa sudah disyariatkan sejak beberapa ratus tahun 
sebelumnya, yakni sejak Islam lahir, pada masa Nabi Muhammad lahir. 
Sebab pembelaan diri tersebut merupakan salah satu ajaran Islam tentang 
Amar ma’ruf nahi munkar.  
Jadi pada dasarnya, pengertian pembelaan terpaksa baik dalam hukum 
pidana Islam maupun Positif tidak ada perbedaan, yaitu suatu hak dan 
kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap orang untuk 
mempertahankan jiwa, harta, benda dan kehormatan baik diri sendiri 
maupun orang lain dari serangan yang melawan hukum atau masih 
merupakan ancaman orang lain dari serangan yang melawan hukum atau 
masih merupakan ancaman serangan yang berbahaya yang timbul secara 
mendadak dengan memakai kekuatan yang seperlunya atau seimbang 
dengan serangan itu sendiri.  
2. Analisis Perbandingan Pembelaan Terpaksa Dari Segi Kepentingan-
Kepentingan Yang Harus Dibela 
Sesungguhnya pada pembelaan terpaksa dalakm KUHP dan hukum 
pidana Islam penekananya adalah terhadap kepentingan-kepentingan jiwa, 
harta benda dan kehormatan milik individu baik diri sendiri maupun orang 
lain, namun ternyata dalam hukum pidana Islam disyariatkan pula 
kepentingan-kepentingan yang berorientasi masyarakat pada umumnya, 
yaitu hak-hak masyarakat, ketertibaan dan keamanan. Perbedaaan ini 
disebabkan pembelaan umum atau amar ma’ruf nahi munkar merupakan 
salah satu bentuk dalam pembelaan terpaksa dan obyeknya kepentingan 
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hukumnya selain kepentingan-kepentingan individu juga masyarakat pada 
umumnya. Oleh karena itu dalam hal ini nampak lebih luasnya  ruang 
lingkup pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam dibanding hukum 
pidana positif.  
Dalam hukum pidan positif (KUHP) pembelaan terpaksa terhadap 
orang lain sama hukumnya dengan pembelaan terhadap diri sendiri, sebab 
pengertian orang lain ditafsirkan oleh para ahli hukum adalah siapa saja 
selain diri sendiri tanpa membedakan agama. Menurut R. Soesilo SH, yang 
dimaksud orang lain disini adalah siapa saja selain diri sendiri, seperti 
keluarga, teman dan siapa saja. 
Sedangkan dalam hukum Islam pembelaan terhadap orang lain, harta 
benda ndan kehormatan dapa disamakan dengan h ukum terhadap diri 
sendiri terbatas bagi orang-orang Islam dan kafir Dzimmy saja. Hal ini 
dikarenakan pengertian orang lain ditafsirkan para fuqaha orang Islam dan 
Dzimmy, sedang bagi orang kafir Harbi tidak diwajibkan.  
Maka hal ini mengenai hukum dan kedudukannya masing-masing 
kepentingan dalam pembelaan terpaksa didalam hukum pidana Islam 
dibeda-bedakan, yakni kepentingan jiwa dan kehormatan adalah merupakan 
kewajiban dan sedangkan kepentingan harta benda hanya merupakan hak 
saja. Maka dalam hal ini, para ahli hukum positif tidak membedakan tentang 
kedudukan masing-masing kepentingan mana yang hak atau mana  yang 
merupakan sebuah kewajiban. 
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3. Analisis Perbandingan dari Segi Syarat-syarat Pembelaan Terpaksa  
Dalam pembelaan terpaksa menurut hukum Islam dan hukum Positif 
memiliki kesamaan dalam kriteria syarat-syarat yang diperbolehkannya 
adanya pembelaan terpksa. Diantara lain dalam hukum Islam syarat tersebut 
ialah adanya serangan atau tindakan melawan hukum, penyerangan harus 
terjadi seketika, tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan, penolakan 
serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya dan melewati batas 
ukuran membela diri maksudnya disini adalah melebihi batas penyerang. 
Sedangkan dalam hukum positif syarat diperbolehkannya melakukan 
pembelaan terpaksa ialah harus adaanya serangan dimana serangan itu 
mengancam dengan tiba-tiba, serangan itu harus melawan hukum, terhadap 
serangan itu harus diadakan penyerangan setimpal, pembelaannya hanya 
terbatas, pembelaan harus dilakukan untum membela diri sendiri atau orang 
lain, adanya serangan yang melawan hukum dan seketika diantaranya 
serangan binatang dan serangan orang gila.  
Dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif nampaknya 
tidak ada perbedaan, artinya bahwa pembelaan itu harus dikarenakan 
terpaksa tidakada jalain lain kecuali harus menolak serangan atau 
mengadakan perlawanan. Dapat disimpulkan bahwa kedua hukum tersebut 
memiliki kesamaan syarat-syarat diperbolehkannya melakukan tindakan 
pembelaan terpaksa.  
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4. Analisis Perbedaan Pembelaan Terpaksa dalam Hukum Islam dan 
Hukum Positif  
Dalam perbedaan pembelaan terpaksa antara hukum Islam dan 
hukum Positif, terdapat dalam pengertiannya dimana hukum Islam tidak 
hanya mengatur pembelaan terpaksa dalam Istilah Islam daf’u sa-sail 
(pembelaan khusus) melaikan mengatur tentang kepentinag-kepentingan 
umun dif’a asy syar’i al-am (pembelaan umum), sedangkan dalam hukum 
positif hanya mengatur tentang pembelaan terpaksa yang terterang dalam 
pasal 49 ayat 1 KUHP tidak mengatur tentang kepentingan-kepentingan 
umun Sistem amar ma’ruf nahi munkar tidak dikenal oleh hukum positif 
atau KUHP. Tetapi sistem amar ma’ruf nahi munkar hanya diterapkan oleh 
hukum positif dalam keadaan tertentu saja sedangkan dalam Islam 
dijalankan dengan seluas- luasnya. 
Maka penulis disini yang lebih dominan untuk digunakan hukum 
Islam sebagai acuan dalam tata hukum diIndonesia dan untuk dimasukanya 
dalan KUHP agar pembelaan tentang ketertiban umum mendapatkan 
pembelaan yang sama dengan pembelaan terpaksa.  
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TABLE 
PERBANDINGAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM 
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
PERSAMAAN PERBEDAAN 
1. syarat-syarat pembelaan terpaksa 
dalam hukum islam dan hukum positif 
memiliki persamaan dan 
berkesinambungan. 
2. Dari segi kepentingan-kepentingan 
yang harus dibela juga memiliki 
persamaan antara hukum Islam 
maupun hukum posistif 
 
1. Dalam segi perbedaan 
pembelaan terpaksa terdapat 
dalam pengertiannya, hukum 
Islam tidak hanya mengatur 
pemebelaan terpaksa dalam 
Istilah Islam daf’u sa-sail 
(pembelaan khusus) melaikan 
juga mengatur tentang 
kepentinag-kepentingan umun 
dif’a asy syar’i al-am 
(pembelaan umum). 
2. Sedangkan dalam hukum positif 
hanya mengatur tentang 
pembelaan terpaksa yang 
terterang dalam pasal 49 ayat 1 
KUHP tidak mengatur tentang 
kepentingan-kepentingan umun 
Sistem amar ma’ruf nahi 
munkar tidak dikenal oleh 
hukum positif atau KUHP. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pembelaan terpaksa (Noodweer) digunakan sebagai alasan pembenar, 
tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, 
melainkan seseorang yang terpaksamelakukan tindak pidana dapat 
dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului 
perbuatan itu. Noodweer merupakan pembelaan hak terhadap 
ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan dan 
tidak dikenai hukuman karena pembelaan terpaksa. 
2. Bahwa pembelaan terpaksa dalam hukum Islam maupun hukum positif, 
perbedaan diantara kedua hukum tersebut. Mengenai penjelasan tentang 
pengertian pembelaan terpaksa lebih luas dalam kajian hukum Islam 
dimana dalam hukum Islam memiliki spesifikasi yang lebih luas terhadap 
pembelan terpaksa yang mana dapat melindungi jiwa, harta, kehormatan 
serta keselamatan orang lain dan kemaslahatan umum, sedangkan dalam 
hukum Positif hanya pasal 49 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP maka  
tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam.  
B. Saran 
Adapun saran-saran yang akan disampaikan oleh penulis diantaranya : 
 Agar perbuatan pembelaan terpaksa (Noodweer) lebih diperhatikan lagi 
dalam menentukan syarat dan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 
pembentukan hukum yang nantinya diharapkan dengan adanya undang-
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undang yang tegas terkait dengan kejahatan maka akan memperkecil 
jumlah kerusakan moral di Indonesia.  
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